
Tuntutan untuk rnelaks pengelolaan hutan produksi secara lestari 
di Indonesia sudah ti& bisa dihindari lagi. Perub ekonorni dan politik 
global, m u  tidak mau, hams rnernperoleh perhatian yang seksama. PerJanJian- 
perjanJian rnultilareral yang menyangkut bidang ekonomi dan perdagangm, 
seperti APEC, GATT, ITTO dan WTO serta konvensi internasional (Deklarasi 
Rio, Konvensi Keanekaragman Hayati dan Prinsip-prinsip Keh ) tentunya 
akan mempengaruhi arah pembangunan keehutman nasional, baik langsmg 
maupun tidak lmgsung. 

Pengelolaan hutan produksi secara lestari yang d-unaksudkan &lam 
makalah ini adalah suatu upaya pengelolm hutan yang dapat rnemproduksi 

J hasil hutan, baik kayu maupun non kayu, secara berkelanjutan dengan ti& 
nlengganggu hngsi-fungsi ekosistem hutan serta menjarnin keberlangsungan 
fungsi sosial, ekonomi dan budaya rnasyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, 
pengertim lestari dalam pengelolaan hutan produksi rnencakup aspek-aspek 
ekonomi, ekologi (lingkungan) serta sosial-budaya. 

Berdasarkan batasan di atas, maka sudah selayaknya pengelolaan hutan 
produksi tidak semata-mata ditekankan bagi kepentingan peningkatan devisa, 
tetapi mencakup perrn yang lebih luas lagi, temasuk juga peningkatan 
kesejalateraapn masyarakat di dalam $an sekitar hutan. Perhatian yang terlalu 
besar bagi peningkatara devisa, seperti yang selama ini terjadi, justru menjadi 
salab satu penyebab bagi timbulnya degradasi lingkungm serta konflik-konflik 
dengan masyarakat di sekitarnya. 

Makalah ini akan rnernfokuskm perhatian pada prinsip-prinsip yang 
mesti temuat dalarn konsep pengelolaan hutan secara lestari, untuk mengha&api 
tantangan-ltantangan rnasa mendatang. 

Hutan Sebagai Sumber Kernahurm Rabat  

PasaZ 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 meny bahwa 
"Bumi air dan kekayaan slam yang ferkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dun dipergunakan sebesar-besarya (bagi) kemahuran rakyat'? 



Hutan sebagai sumberdaya alam dengan sendirinya memiliki fungsi yang s m a  
dengan surnberhya alarn lainnya. 

Berkaitan dengan hal itu, maka sasaran a h i r  dari sistem pengelolaan 
hutan produksi secara lestari hams dapat memenuhi kepentingan peningkatan 

ran rakyat. Artinya, tujuan sistem pengelolaan hutan produksi secara 
lestari bukanlah untuk sistern pengelolaan hutan itu sendiri, tetapi lebih Jauh Iagi 

pengelolaan hutan produksi secara lestari menjadi alat bagi 
tercapainya kernakmurm rakyat. Dengan demikian, segala upaya teknis maupun 
non teknis pengelolaan hutan produksi secara lestari tidak bisa menafikan 
kepentingan peningkatan kemalanuran rakyat, lebih-lebih rakyat yang m a t  
menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan. 

NB1 ini penting dikemukakan mengingat dalarn pejalanan sejarah 
pengelolaan hutan produksi yang dilakukan oleh pe 
kepentingan masyarakat belum terakomodir di a. Selma ini 
pengelolaan hutan produksi yang dildkukan oleh p HPH didasarkan 
pada asumsi bahwa dengan adanya perushaan HPM akan dapat menciptakan 
tejadinya tetesan ke bawah bagi masyarakat-masyarakat lokal. D a l m  

a, ha1 itu tidak terbukti. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, 
pengelolaan hutan produksi oleh IIPH telah rnenyebabkan teralienasinya 
masyarakat cii dan sekitar hutan dari sumberdaya alam mereka. 

D a l m  pidato pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Ilrnu Administrasi 
Negara Universitas Tanjung Pura tahun 1993, Syarif Ibrahim Alqadri 
mengungkapkan bahwa kedatangan HPH teiah menyebabkan berkurangnya 
penghasilan masyarakat Day& di pedalaman Kalbar. Berhrangnya 
penghasilan tersebut dapat dilihat dari perbandingan penghasilan mereka rata- 
rata per bulan sebelurn dan sesudah beroperasinya HPH. Sebelum ada HPH 
(tahun 196311965) penghasilan penduduk sebulan berjumlah Rp. 42.655 (US$ 
102,791, yang berasal dari pertanian Rp. 11.375 (US$ 27,411, kehutanan Rp. 
17.062 (US$ 41,411, serta perkebunan Rp. 14.218 (US$ 46,71). Jurnlah hi 
lebih rendah dalam nilai rupiah sebesar Rg. 42.095, tetapi lebih t in~a i  dalam 
nilai instrinsik atau dolar sebesar US$ 56,08, jika dibandingkan dengan 
penghasilan tahun 1990/1992 yang bejurnlah Rp. 88.750 (US$ 46,711 yang 
terdiri dari p e r l a w a n  Rp. 35.500 (US$ 18,68), kehutanan Rp. 17.750 (US$ 
9,351 dm perkebunm Rp. 35.500 (US$ 18,68). 

Berkurangnya secara instrinsik penghasilan penduduk setempat pada 
tahun 199011992 dibandingkan dengan tarhun 196311955, menumt Alqadrie, 
bukm hanya disebabkm oleh inflasi tetapi bahkan oleh merosotnya penghasilan 
dari sub sektor kehutanan, yakni sebesar 20% dari kontribusi yang diberikannya, 
sebagai akibat dari berkurangnya areal hutan dan dari larangan bagi penduduk 
setempat untuk mengurnpulkan hasil hutan. Kendati kekurangan sub sektor ini 
berusaha ditutupi dari sub sektor lainnya, tetapi sulit terpenuhi karena 
terbatasnya areal lahan dan kawasan hutan. 



Lebih lanjut Alqadrie mengungkapkan, bilama hutan tidak dieksploitasi 
oleh perusahaan HPH, maka rata-rata penghasilan penduduk setempat pada 
tahun 199011992 berjumlah Rp. 133.125 sebulan, yang terdiri dari kontribusi 
perladangan Rp. 35.500, kehutanan Rp. 53.125 dan pertanian Rp. 44.375. 
Angka ini masih lebih besar (Rp. 44.375) dibandingkan dengan penghasilan riil 
tahun 199011992, ketika hutan dieksploitasi oleh W H ,  M 
dapat menutupi kekurangan itu dengan cara bekerja pada pemsahaan I IPW 
dengan gaji rata-rata Rp. 60.000 sebulan, ilan ini hanya sebesar 
Rp. 15.626 lebih rendah daripada sektor pe yang hilang akibat 
berhrangnya areal hutan. Padahal bers dengan itu, mereka hams 
mernbayar mahal dengan menjadi bumh kasar di b a d  kondisi ke ja  yang 
buruk, meiadi terganmg pada belas kasih dan han~urnya sistem 
pertanian lokal berdasarkan hubungan yang mengmt  prinsip 
kekeluargaan dan hubungan yang erat deng 

Kehadiran W H  juga b e p e n g a d  negatif terhadap kehidupan sosial 
budaya masyarakat. Dalam tulisan yang sama lhlqadrie menyatakm, darnpak 
negatif yang ditirnbulkan pemsahaan ITPH terhadap kehidupan soslal dan 
budaya relatif lebih dirasakan oleh penduduk seterngat, dibandingkan dengan 
dmpak positifnya. Ekses-ekses negatif &lam bidang sosial &ri hadirnya 
karyawan dan bumh perusahaan HPH dari berbagai tempat berbenmk antara 
lain gerjudian yang lebih bervariasi jenis dan tamhannya, perkelalhian, 
berkehnbangnya gelacuran, baik secara terang-terangan maupun tersebunyl, 
gelanggaran hukum adat, serta pengkambinghitaman penduduk setempat sebagai 
sumber utama kemsakan hutan. D q a k  negatif lainnya adalah penebangm 
hu"m secara besar-besaran yang dilakukan perusaham PfPM rnempakan 
ancaman terhadap kehidupan budaya, h s u s n y a  kehidupan religius penduduk 
setempat. 

HPM juga telah rnenyebabkm pesatnya laju pengwndulan hutan di 
Indonesia. Berdasarkan hasil studi dari foto satelit yang dilakukan pemerintah 
pada tahun 1982, Buas penutupan hutan uorest coverage) adalah 1 19,3 juta 
h e h r  (RePPProTT, 1990). Sementara itu hasil analisis citra satelit yang 
dilakukan Departemen Kehutanan menunjukkan luas penutupan hutan t h n  
1993 sebesar 92,4 juta hektar, dengan kawasan hutan tetap yang tidak berhutan 
sefuas 20,6 juta hektar (REPEEITA VI, 1993). Dengan demikian, d x i  tahun 
1982 hingga 1993 laju deforestasi yang terjadi sebesar 2,4 juta hektar. Angka 
ini jauh rnelebihi laju deforestasi yang diduga F A 0  selama 1982 - 199 1 ,  yakni 
seluas 1,3 juta hektar. 

Masil studi WALm rnenunjuMtan bahwa salah satu penyebab kerusakan 
hutan produksi adalah harga kayu yang terlalu rendah, karena s m a  sekali ti& 
menceminkan adanya ogportunity cost dm nilai kelangkaan (scarcity value) 
dari kayu bulat. Rendahnya harga kayu ini telah menghambat efisiensi, balk di 
areal penebangm (hanya 60%) maupun di industri kayu (hanya 50%). Sela~n 
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itu, harga kayu yang rendah juga mendorong investasi yang b e r l e b h  dalam 
industri perkayuan, sehingga menimbulkan pennintaan efehif yang sangat besar 
terhadag kayu a l m .  aibatnya terjadi kesenjmgan antara penyediaan kayu 
bulat dengan 80% kagasitas terpasang industri. Pa& tahun 1990, misalnya, 
kebutuhan industri perkaywan sebesar 44 juta rn3 sedangkan kernmpuan suplai 
hutan produksi hanya 31,2 juta m3, atau te jadi kekurangan kayu gelondongan 
sebesar 12,8 juta m3. Kondisi-kondlsi inilah yang mendorong terjadinya tingkat 
eksploitasi hutan yang ti& berkelanjum. 

Fakra-fakra & atas menwjukkan bahwa pengelolaan hutan produksi 
bukti telah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi 

masyarakat, bahkan sebaliknya telah menyebabkan rusaknya ekosistem hutan 
serta &an miskim dan sekitar hutan. Kendati pemernntah terns 

praktek-praktek W H  ternyata tidak pernah 
. Bukti-bukti untuk lad ini dapat dilihat dari 
dilakukan oleh pengusaha, baik p e l w a r a n  
stratif, seperti yang diungkaph sendiri oleh 

Departemen Kehutanan meldui media massa pa& bulan Juli 1994. D a l a  
P e n W  tersebut Departemen Kehu apkan hampir semua 
W H  rnendapat peringatan dari pe rne r in~ ,  b ada 63 HPH yang 
menhgatkan peringatan smpai 3 kali. 

Sanski-sanksi administratif diterapkan oleh Departemen Kehutanan 
m p h y a  belurn membah kea sebagai upaya antisipasi terhadap 

kan oleh IBH. Contohnya, pada tahun 1990, 
lah memberikan sanksi kepada beberapa WPH yang 

dianggap salah. Sanksi tersebut meliputi : 294 WII dinilai berpenmpilan 
kurang, 272 HPH Uategorikan lmpu  kuning, 37 IIPH dicabut (Pikiran 

ktober 1990), tetapi jumlah pelanggar pada tahun 1994 tetap 
a yang ti& jauh berbeda. Temyata sanksi tersebut tidak 

efektif, kalaupun tidak dilakukan oleh HPM yang sama, ha1 ini menandaka 
bahwa sanksi tersebut tidak mernberikan pelajaran kepada pengusaha lainnya. 
, - 

! \ 
: ? / Sistem Pengeiolaan Hutan Produksi Eestari 

,;/ 
,.,'- Pada masa mendatang, pengelolaan hutan produksi di Indonesia, mau 
.lid& mau, hams mengalami perubafian. Hal ini terutama berkaitan dengan 
rnunculnya pemahman barn tentang pengelolaan hutan yang hams 
memperhatikm aspek kelestariannya. Pernahaman baru mi bakkan diikuti 
dengan kesepkatan-kesepakatm internasional yang mengikat pola pengelolaan 
hutan di seluruh dunia, tennasuk di Indonesia. Organisasi Kayu Tropis 
lnternasional (ITTO), nnisalnya, telah rnenetagkan bahwa tahun 2000 semua 
produk kayw yang diperdagangkan negara anggotanya hams berasal dari hutan 
yang a e l o i a  secara lestari. 



Pada sisi lain, kepeI.nilikan hutan telah melewati batas-batas antar 
negara. Hutan, utamanya hutan tropik, dipandang sebagai warisan dunia yang 

hams dipedankan untuk dapat behngsi sebagai pant-pam 
i ini mendorong lahirnya kepedulian di kalangm inte 

untuk ikut berperan d a l m  menjaga kelestarian hutan tropis di Indonesia. 
,. Konsepsi sistem pengelolaan hutan secara lestari setidaknya rnemiliki 

dua faktor penting yang satu s m a  lain saling berkaitan, yakni p 
pengelolaan internal pada thgkat unit area (perushaan WH). 
eksternal yang merupakan makro sistem, baik yang menyangkut kebijakan 
pembangunan kehutanan mupun kebijakan dan faktor lain di luar sektor 
kehutanan yang menrpunyai dimensi ekonomi, sosid dan politik. 

Pengelolaan hutan produksi secara lestari dalm manalemen unit area 
pada dasarnya adalah aspek teknis yang menyan&t perenc dan 
pelaksanaan keglatan W H  di lapangan. Hal ini menjadi dasar bagi emen 
internal IIPN agar pernanfaatan hutan ti& melebihi daya 
b i o a  dan sistem ekologinya). Hal ini &pat dilakukm 
hutan produksi tidak melebihi uan hutan untuk memulifikm dirinya 
kembali. Untuk mencapai ha1 tersebut maka volume pernanfaatan hutan tidak 
melebihi riap, efisien dalam pernanfaatan smberdaya, serta tingkat pemanfaatan 
dan pernbinaan hutan yang diarahkm untuk menjaga kelestarian ekosistem 
setempat, sesuai 2engan karakteristik yang ada. 

Beberapa ha1 yang mesti dipenuhi, diantaranya adalah tersedianya 
sumberdaya rnanusia yang terlatih dan memilii<i komitmen terhadap kelestarian 
surnberdaya hutan, menggunakan teknologi yang sekecil mngkin dampaknya 
terhadap lingkungan, didukung dengan riset 8an pengedangan yang dihjukan 
untuk meningkatkan kemarnpuan pengelolaan hutan secara lestari. 

Pada dasarnya hal-ha1 yang diungkapkan di atas, bukanlh sesuatu yang 
terlalu sulit uratuk dilaksanakm selarna ada komitmen untuk melakukannya. 
Dengan kata lain, secara tehis, ha1 itu dapat dilaksmakan sehingga tidak ada 
alasan ulntuk menghindari hal tersebut. Kendala yan terbesar justm bersumber 2 dari berbagai faktor eksternal yang non tehis. ,+, 

Beberapa isu non teknis yang sangat berperrgaruh terhadap pengelolam 
hutan secara lestari adalah : 

Selama ini pengelolaan hutan produksi seringkali menirnbulkan konflik 
dengan pihak-pihak di luar kehutanan, baik dengan sektor-sektor lain maupun 
dengm masyarakat setempat. Hal ini bemula dari pernberian areal HPH yang 
tidak diikuti dengan pengkajian rnendalarn terhadap kondisi faktual 1 lapangan 
yang menyangkut kepemilikan adat dan kegiatan rnasyarakat yang masuk ke 
dalam kawasan kehutmm, sehingga seringkali terjadi dalam kawasan 



temasuk juga kota-kota, desa, dusun dan kawasan perladangan 
masyara&at. 

Rancunya tata batas myebabkan pengelola hutan WII) ti& dapat 
ik dengan masywakat seternpat yang rnem 

untuk prduksi. Sebemmya 
ri foto udara yang 

i, ketika intevretasi foto u 
asan sernak b 

perladangan masyarakat diangg 
dan tetap dimggap sebagai b 

tersebut adalah areal per1 
Dalm format pemerintah belum ada kebGakan untuk m n g e l u a r h  kawasm 
perladangan masyarh t  &ri ~ l a y A  kerja HPW. ahya, W H  t&p 
mernpunyai ketvajiban mef penanman pa& 1 ymg diamslkan 
sebagai lahan kritis, yang se ladang masyarakat ~ tu .  

Kerancuan ini membawa kodik  yaag laten mtara HPH dengan 
msyarakat, padahal rnereka sebenarnya sama-sama korban dari ketidakpastian 
tata batas ini. N m u n ,  karena ILPH didukung oleh perahrm yang ada, maka 
kdudslkwya jauh lebih h a t  &'bm<fingkan masyarakat yang s 
didukung oleh sistem yang ada, sudata &pat dipastikan masyarakat selalu 
dalam pihak kalah ketika men& 

Mestinya sejak awal pemerintah mengantisi hal ini tidak terjadi 
dengan keb"Jakan tata guna hutan yang &ornodatif, a untu4c, kepentingan 
myarakat  di dm sekitar hutan. Pasalnya, jauh sebelum ditetapkannya areal 
tersebut sebagai konsesi HPH telah bemkim penduduk secara t u r n  temumn. 
Pada sisi lain, ketidakpastian tata batas ini menyebabkan iketidakgastian kontrol 
atas wilayah masing-masing. Artinya, di lapangan IH"H tidak memilib 
kewenmgan untuk melarang masyarakat berladmg di hutan produksi, s an 
masyarakat juga ti& merasa bersalah karena berladang adalah hak d m  
kebu tuh .  Dalam ketidakjelasan ini, tentu saja menjadi kabur siapa yang 
sebenarnya melanggar, HPM kah atau rnasyarakat ? 

2. Alokasi Surnberdaya untuk Masyarakat Seternpat 

Kepastian alokasi surnbelrdaya untuk masyarakat setempat adalah salah 
satu prasyarat penting yang mendukung pengelolaan h u m  prduksi secara 
lestari. Masyarakat ti& akm rnendukung kebijakan pelestarian hutan produksi 
apabila masyarakat ti& menhpatkan manfaat dari hutan di sekitar rnereka. 
Alokasi sumberdaya alam untuk masyarakat hams cfipandang sebagai hak 



yarakat yang m e m g  harus dipenuhi, bukan sebagai belas kasihan terhadap 
mereka. Hal ini menjadi penting untuk menghin a persepsi yang keliru 
bahwa masyarakat menjadi obyek dari pe a hak sarna sekali. 
AZokasi smberdaya slam bagi masyarakat cakup lahan mtuk 
kegiatan pertanian d m  sumberdaya kehutanan yang &pat mereka andalkan 
sebagai suIinber pendapatan yang lokasinya di dalam areal HPH. Berkaitan 
dengan pemanfaatan hasil hutan non kayu di dalarn areal MPH perlu adanya 

as antara pengelola WII dengan masyardat setempat. 
telah untuk melindungi (ti& 

menebang) jenis-jenis turnb oleh masyarakat. Namun 
karena tidak ada mekanisme untuk berkonsulwi dengan mya raka t  untuk 
memt ikan  apakah kepenti terrdkomodasikan &darn 
kepuasan yang dibu ti& ada peluang bagi 
masyarakat untuk me ratan terhadap apa yang 
dilakukan oleh pengusaha yang dijalankan, masyarakat semakun teralienasi dari 

a. &bat terbatasnya mata pencaharim masyarakat maka 
seringkali ha1 hi menjadi pernicu bagi masyardat untuk m e l h k a n  hal-ha1 di 
luar h u h .  Apalagi, bila kemudian ada pemilik modal yang memberikan modal 
kepada masyardat untuk me1 an penebmgan liar. 

Apa yang dicanangk emerintah dengan prograrn EPH Bina Desa 
Hutan ternyata belum bisa menjawab pernasalahan yang ada. Selain bersifat 
topdown (ukuran keberhasilmya ditentukan oleh format pemerintah, bukan 
pengembangm kegiatan yang sesuai dengan karakteristik alam setempat), 
program ini hanya diarahkan sebagai upaya pro-&if pengusaha untuk rnenjaga 

a .  Jadi masyarakat yang terlibat dalarn prograrn ini tetap dipandang 
obyek pembmgunan. Sehamsnya HPH Bina Desa Hutan dipandang 

sebagai sebuah langkah pemberdaym bagi mya raka t  yang 
hak mereka. Persoalan apakah keberhasilan PrPH Bina Desa Hutan rnarngun 
mengurangi tekanan terhadap hutan menjadi persoalan berikutnya yang harus 
dinegosiasikan lebih lanjut melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat 
bersama. Apabila .memag masyarakat yang bersalah setelah adanya 
kesepakatan sudah selayaknya untuk dijatuhi hukuman yang memadai. Ja& 
jangan memvonis masyarakat sebagai pihak yang salah, sebelum hak-hak 
mereka terpenuhi terlebih dahulu. 

3. Insentif dan Disinselatif 

fnsentif dan disinsentif dapat pula djadikan sebagai perangkat bagi 
terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Bagi p e n g u s h  yang memiliki 
kinerja baik, perlu mendapatkan insentif agar lebih terpacu lagi, d m  dapat 
dijadikan sebagai pendorong bagi pengusaha lain. Sebalihya bagi pengusaha 



yang beqenampilan bumk diberikan disinsentif bempa sanksi adrmnistrasi 
mupun den&. 

bagi terciptanya mekanisme ini adalah bersihnya 
aparat gengawas yang berasal dari kahgan  pemerintah, dari praktek kolusl dan 

psi &pat membuat upaya rnendorong peningkam 
adi ski-sia. Sebab, lMPH yang memlilu niat baik 
at menjadi frustasi apabila praktek kolus~ d m  

kompsi ini terjadi. Tidak ada dorongan bagi pengusaha untuk 
kinejanya, apabila aparat pengawasm &pat 
mmi1ih berkolusi apabila biaya yang dikelu a lebih s d i t ,  dengm 
keuntungan yang besar. Sementara itu, pe 
mtak rnelakukm ha1 terdorong rnelakukan praktek kotor 
apabila ha1 itu lebih . Dengan demilkian, sulit diharapkm 
adanya pengelolaan hutan lestari apabila praktek kolusi dan konrpsi ini 
masih membudaya. BerkGtan dengan hal ini &a perlu adanya penpatan 
vvibawa pemerintah dan penegak h u h  terkait yang mempmyai kredibilitas 
yang baik sehingga pengawasan terhadap prakaek-praktek melawan huhn  yang 
rnerusak hutan dapat &jalanka?n dengan ketat. 

Sebenarnya tak a h  satupun wilayah di Indonesia yang cukup luas 
temasuk hutan ymg ti& dihuni oleh manusia. Sernenjak beberapa ratus tahun 
yang lalu, di banyak tempat yang kini diklasifkasikan sebagai kawasan hutan 
negara sebetulnya sudah a& masyarakat-masyarakat tradisional yang hidup 
dengan mengelola sumberdaya alam, yang kernudim diabaikan kebera 
Untuk itu su& selayaknya pula masyarakat dpandang sebagai stake holder 
dalam pengelolaan hutan produksi. Posisi ini bukan sekedar menempel tanpa 
fungsi, tetapi hams tersedia mekanisme konsultasi yang benar-benar menjamin 
proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi. 


